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ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali
memberikan otonomi terhadap Desa Adat untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri. Dengan adanya dualitas pemerintahan desa di Bali
yaitu Desa Administratif (Dinas) dan Desa Adat berpotensi terhadap timbulnya
konflik kepentingan yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya pemekaran
Desa Adat. Akan tetapi di dalam Perda tersebut tidak mengatur secara tegas
tentang pengaturan dan penyelesaian konflik atas pemekaran desa adat. Untuk
mengetahui pengaturan dan penyelesaian konflik atas pemekaran desa adat
berdasarkan Perda No 4 Tahun 2019. Perda tersebut tidak mengatur secara
tegas tentang kedua hal tersebut di atas.
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ABSTRACT

Bali Provincial Regulations No. 4 year 2019 concerning traditional village in Bali
gives autonomy to traditional villages to manage and organize their own
household. With the existence of village governance duality in Bali, in which are
Administrative Village and Traditional Village, there is a potential for conflict of
interest which is caused by the traditional village expansion. However, the
Provincial Regulation No. 4 year 2019 does not explicitly manage the regulation
and conflict resolution for the expansion of Traditional Village.
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